WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kkelancaran  penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah untuk membenikan jaminan dan
kepastian pclayanan kepada masyarakat diperlukan adanya
Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa dengan tclah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Scmarang,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2005
tentang Standar Penyclenggaraan Pelayanan Publik Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
ditinjau kembali,

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Pelayanan Publik Dinas Kcbudayaun dun Pariwisata Kota
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
l'cmbentukan Daeroh daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djown Timur, Djawa Tengah, Djawa Baal dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;,

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemn (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844),




6.

Y.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Julan (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2009 Nomor 69, Twnbahan Lembaran Nopara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peluyanan
Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesix
Nowwor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indoncsia
Nomwor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daecrah  Tingkal [T Semarang
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tabua 1976
Nomor 25, Tumbuhuan Lembaran Negara Republik Indonesio
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembcntukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamalan Ji Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat T Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negaru Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah  Nomor 79 ‘Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penpawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambuahuan Lombaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintahh Nomor 38 Tahun 2007 tcentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik  lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04 /2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;




14.
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17.
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19.

20.

21.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaltaran
Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Panwisata Nomor
PM.80G/HK.501/MKDP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
UUsaha Penyediaan Akomodasi,

Peraturan Mcenleri Kebudayaan dan  Pariwisata  Nomor
PM.87 /HK.501/MKP/2010 Lentang Tata Cara DPendaftaran
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;

Peraturan Mecnteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.501/MKF/2010 tentang Tata Cara Pendultaran
Usaha Kawasan Pariwisata;

Peraturan Mentcri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Transportasi Wisala;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usnha Daya Tarik Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayvaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
Peraturan Menteri Kebudayaann dan  Pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MKP/2010 lentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Pramuwisata;

. Peraturan Menleri Kelnidayaan dan  Pariwisata Nomor

PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tala Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Penyclenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentil,
Konferensi Dan Pameran;

. Peraturan Menier Kcbudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.94 /HK.501/MKP/2010 tcntang Tata Cara Pendafltaran
Usaha Jusa Konsultan Wisata,

Peraturan  Menteri Kebudayouan dan Dariwisata Nomor
PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendattaran
Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Wisata Tirta;

Peraturun Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97 /HK.501/MKP'/2010 tentang Tala Cara DPendaftaran
Usaha Spa;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kota Semarang (Lembaran Dacrah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 22);




29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomaor 40);

A0. Peraturan Walikota Semnarang Nomor 30 Tahun 2008 lenlang
Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Scmarang
Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Tasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

o b

10.

11.

12.

13.

14,

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengsara Pemerintahan Daerali.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daeraly Kota Semarang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayuan dan Pariwisata
Kota Semarang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Scmarang.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kola
Semarang.

Kepala  Bidang Pembinaan Industri  Pariwisata adalah  Kepula Bidang
Pernbinaan Industri Pariwisata pada Dinas Kcbudayaan dan Pariwisata Kota
Semarang.

Kepala Bidang Kesenian adalah Kepala Bidang Kcscnian pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang mclakukan
kegiatan usaha pariwisala.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusahy,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kcbutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti lcgalitas,
menyatakan sah atau dipcrbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertcntu.

Pcrizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha /
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
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(2)

(3)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan
usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha pariwisata telah tercantum
didalam daftar usaha pariwisata.

Qertifikat adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pckerja
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutn prduk pariwisata pelayanan
dan pengelolaun kepariwisataan.

Pelayanan Publik adalah kegialan atau rangkaian kegiatan dalam ranpka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara
dan penduduk atas suatu barang, jasa dan alau pelayanan administrasi yang
disclenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik adalah suulu tolok ukur yang dipergunakan scbagal
pedornan penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
scbagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pemheri  Pelayanan adalah  pejabat/pegawai  instansi Pemerinluh  yang
meclaksanakan lugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengun peraturan
perundang-undangan.

Pencrima pelayanan adnlah orang, masyarakat, badan hukum swasia dan
instansi Pemerintah.

BAD I
VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN

Pasal 2

Visi Dinas Kebudayaan duan Pariwisata adalah:
“Semarang sebagai Kota tujuan wisata yang berdaya saing”

Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah:

a, mewujudkan sumber daya manusia (S1)M) pariwisata yang berkualitas dan
profesional, misi ini disrahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
manusis yung memiliki tnglkat profesionalisme di bidang kebudayaan dan
pariwisata;

b. mewujudkan pelesturian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional di kalangan
masyarakat, serta benda cagar budaya dan bangunan bersejarah, misi ini
diarahkan pada perwujudan pelestarian nilei-oilai budaya, pelestarian
keacnian tradisional di kwlungan masyarakat, pelestarian benda cagar
budaya dan bangunan bersejarah;

¢. meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyck dan daya
tarik budaya dan wisata, diarahkan pada peningkatan kualitas dan
kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata; dan

d. meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata
dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya
dan pariwisata, diarahkan pada peningkatan kualitas usaha sarana dan
jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan
kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisala.

Motto Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
“Pelayanan Cepat, Mudah dan Ramah”.




BAB III
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standar Pclayanan Publik dimaksudlean sebagai jaminan adanya kepastian hulcum
dan schagai tolok ukur kinerju Perangkat Daerah dalam membcrikan pelayanan
kepada penerima pelayanan.

Pasal 4
(1) Standar Peluyunan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
a. jends pelayanan;
dasar hukum,;

persyaratar;

a8 o

prosedur;

waktu pcnyclesaian;
biaya;

produk;

T m o~ on

. masa berlaku;

P +

suruna dan prasarana;

mekanisme penanganan pengaduan;

.

k. kompetens: petugas; dan
l. mekanisme pengawasan.

(2). Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. daya tarik wisata;

o

kawasan pariwisata,;
jasa transportasi wisala;
jasa perjalanan wisata;

jasa makanan dan minuman;

A -

penyediaan akomodasi;

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

oS

h. penyelenggaraan pertemuar, perjulanan insentif, konferensi dan purmeran,

jasa informasi pariwisata;

-
-

j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
1. wisata tirta; dan

m. spa.

Pasal 5

Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan
secara rinci dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Scmarang.

Ditetapkan di Sematrang
pada tanggal 9 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

‘_%?(/,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Januari 2013

Plt, SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

e

ADI TRTI HANANTO
Asisten Administrasi Pamerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 3




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SEMARANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

1.  DAYA TARTK WISATA

A. JENIS IPELAYANAN

1.
2

L=X]

3.

4.
5

o

—_ =

= o0 ®

Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Permandian Air Panas Alami;

Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Gos,;

Tanda Daftar Usaha Pangelalaan Peninggalan Scjarah dan Purbalkala
Berupsn Cundi, Keralin, Prasasti, Petilasan Dan Dangunan Kune;
Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Museum,

Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan
Adat;

Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan
Adat;

Tanda Naftar Usaha Pengelolaan Obycle Zinruh;

Tanda Tanda Dallar Usaha Taman Laut;

Tanda Tanda Daftar Usaha Taman Satwa;

Tanda Daftar Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop; dan

Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata lainnya yang
ditetapkan Walikota.

B. DASAR HUKUM

1.

2.

3.

Peraturan Mcnteri Kebudayaan dan Panwisala Nomor PM.YO/HK. 501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten Dan Kota, Dan Daftar
Kewcnangan Kabupaten Dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
Peraturan Dacrah Kota Scmarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.

C. PERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penuhi:

10

DPcrsyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pcmohon yang masih
berlaku;

foto copy 1zin Mendirikan Bangunan (IMB);

foto copy lzin Gangguan (HO) yang masih berlaku;

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknys dilampiri surat
petjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

f. foto copy Nomor I'okok Wajib Pajak (NPWP);

o a0 o



denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum apabila pecmohon merupakan badan hukum atau
badan usaha yang tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

1. proposal rencana usaha.

5

2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

h. foto copy lzin Gangguan (HQ) yang masih berlaku;

¢. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

d. apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atan suratr pemyataan tidak keheratan dar pemilik yang
ditandatangani dialas melersi;

¢. foto copy bukti pembayaran pajak terakhir;

f. foto copy akta pendirian berbentuk badan wusaha Indonesia
berbadan hukwm apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha yang tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

g. fota copy Tanda Dattar Udaha Pariwidata dan Sortitikat.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. pemohon mengajukan formubir yang disediakan dengan dilampin
proposal dan persyaratannya ditijukan kepada Walikota o
Kepala Dinas;

b. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda teritma bukti
pendaftaran;

c. selanjutnya dilaksanakan pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknia maka permohonan akan diproses dan  apabila  tidalk
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;

d. hasil pengecckan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,; dan

e. pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
sertitikat di Dinas Kebudayaan dan Parviwisata,

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang: |

a. pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;

b. berkas permohonan dilelili melalui Bidang Pembinaan Indusiri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukti
pendaftaran;

¢. selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon,;




d. hasil pcngececkan lapangan dituangkan dalam Berila Acara dun
diterbitkan Scrtifikat; dan

e. pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

WAKTU FENYELESAIAN
waktu Ponyelesaian adalah ¢ (tujuh) han kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).

PRODUK

1. Pcrmohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Produk yang dlhasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisaln dan
Sertifikal.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertilikadl,

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tctap scpanjang tidak uda
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan \

2. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana vang digunakan adalabh ULlangko [urmulir, blangko sertifileat,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan soltware, sedangkan
prasarana meliputi kantor pelayanan (loket/meja pendaltaran, pemrosesan
berkas, penyerashan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakal ditujukan kepada Walikota
cq. Kcpala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretatie

l

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila
diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industn Panwisala




K. KOMPETENSI PETUGAS
Kompetensi petugas dalam pelayanan daya tarik wisata adalah sebagai

be
1.
zl

3.
4.

rikut:

berpendidikan Pasca Sarjana (32), Sagjana (81), Diploma (D3) dan
sLTA;

menguasal mater dan teknis kepaiwisataan,

memahami prosedur dan persyaratan kepariwisataan;

bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

. memahumi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepariwisataan.

MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pengawasan dalam pelayanan duaya tarik wisata adalah:
Proses pelayanan

l Pengawasan
Kepula Bidang Pembinaan Industri Pariwisatu

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas mclalui Sekretaris

l Digposisi

Ke

pala Bidang Pernbinuwan Industri Pariwisata.

II. KAWASAN PARIWISATA

A.

JENIS PELAYANAN

1.
2.

Tanda Daftar Usaha Pantai Untuk Wisata; dan
Tanda Daftar Usaha Pulau Untuk Wisala.

DASAR HUKUM

1.

')

-

PE

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/
MKP/2010 tentang Tula Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangun Knbupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kolu per Bidang dari Departemen /LPND;

. Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Kepariwisataan.

RSYARATAN

Persyaratan yang harus di penuhi:

1.

Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a, folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

b. foto copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

c. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;

d. foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL);




b

]

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dan pemilik yang
ditnrudninngnm diatas meterai;

foto copy Nomor I'okak Wajily Pujuk (NFWP),

denah ruangun dun/alaw lokasi tempat usaha; dan

foto copy akta pendifan berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum, dan

proposal rencana usaha.

2. Persyuralan Tanda Daftar Ulang:

a,

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

b. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;

£

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempal usuhu bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan darl pemilik yang
ditandalung:am diatas meterai;

foto copy bukti pembayaran pajak terakhir;

foto copy akla pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum; dan

foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisala dan Sertifikat.

. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan ‘'anda Daftar Usaha Pariwigata:

.

L.

pemohon mengajukan formulir yang disediankan dengan dilampiri
proposal dan persyuratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendukan dan pemohon diberikun landa  terima  bukli
pendaftaran;

selanjutnya  dilsksanakan  pengecekan  lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan  diproses dan apabila  tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohaon;
hasil pengecekan lapangun diluangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisala; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Scrtifikat di Dinas Kcbudayaan dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

pemohon mengajukan formulir yung disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota ¢q. Kepala Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda lerima bukti
pendaftaran;

a.

b.




G.

II.

c. selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan  lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maks permohonan akan diprosce dan  apabila  tidak
memenuhi persyaratannys akan dikembalikan kepada pemohon;

d. hasil penpeeckan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Sertifikal; dan

e. pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisate.

WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaiun adalah 7 (tnjuh) hari kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daflar Usaha Pariwisata:
Produk yung dibasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisuly dan
Sertifikal.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan herupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tandn Duftar Usaha Pariwisata berlaku lelap sepanjang tidak ada
perubohan badan nsaha, manajemen/ piupingan 1saha dan domisili
usaha; dan

2. Scrtifikat berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRAGARANA
Barana vang digunakan adalah blangko [formulir, blangko sertifikat,

lelepon, faximile, alat tulis kantor, hardwure dun software, sedangkan
prasarana melipuli kantor pclayanan (loket/ meja pendaftaran, pemroscsan
berkas, penycrahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISMT. PRENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cg. Kepala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretawis

l

Kepala Bidang Pernbinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila

diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala




KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan kawasan wisata adalah sebagai

berikut:

1. berpendidikan Pasca Satjana (S2), Sarjana (81), Diploma (D3) dan
SLTA;

2, menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami proscdur dan persyaratan kepariwisataan;

4. hersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerimu pelayanan,
dan

5. memahami poraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
kepariwisataan.

MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pengawasan dalam pelayanan kawasan wisata adalah:
Proses pelayanan

Pengawasah
Kepala Bidang Pembinuaan Industri Pariwisata

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala.

III, JASA TRANSPORTASI WISATA

A.

JENIS PELAYANAN

1. Tanda Daftar Usaha Angkutan Jalan Wisata,

Tanda Daftar Usaha Angkutan Kercta Api Wisata,

Tanda Daftar Usaha Angkutan Sungai dan Danau Wisata,
Tanda Daftar Usaha Angkutan Laut Domestik; dan

Tanda Daltar Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata.

ba

R W

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Kelbidaynun dan Paciwisata Nomor 'M.A9/TIK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi
Wisata;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dan Departemen /LPNL;

3. Peraturan Daernh Kola Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.

PERSYARATAN

Persyaratan yang harus di penuhi:
L. Persyaratan Tunda Daftar Usaha Pariwisain:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;




w0

L

foto copy bukti penguusaan hak atas tanah (sertifikal);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampin sueat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas maloerai;

folo copy Nomaor Pokok Wajib Pajak (NPWF);

denah ruangan dan/atau lokasi lempal. usaha;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum apabila pemohon merupaltan badan hukom atan
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangun; dun

proposal rencana usaha.

2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

£

a0

g

[olo copy Kartu Tanda Penduduk (KTT) pemohon yang masih
berlaku;

foto copy Tzin Gangpuan (HO) yang masih berlaku;

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (rertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampin surat
perjanjian atau surat pernyalaan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

foto copy bukti pembayuaran pajak terakhir;

folw copy akta pendirian berhentuk  badan usaha Indonesia
berbadan hukum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha yang tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikat.

D. PROSEDUR
1. Pruscdur Permolionan Tanda Dallar Usaha Pariwisata;

a.

pemohon mengujukun lormulis yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industti
Pariwisata apabila dinyatakan lengkap maka berkas pcrmohonan
diagendakan dun  pemohon diberikan tanda  terima  bukti
pendaftnran;

selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan  lapangan,  apabila
permochonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada permnohon;
hasil pengeceknn lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwiaata; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
perasyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Thinas;

berkas permohonan diteliti melalm Bidang Pembinasan Industri
Pariwisata apabila dinyatakan lengkap maka berkas pecrmohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukti

pendaftaran;

a.

b.




G.

c. sclanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikemhalikan kepada pemohon;

d. hasil pengeeckan lapangan dituongkon dalam Berita Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dun

¢. pemohon dupul mengambil Bertifikat di Dinas Kebudayaan dam
Pariwisata.

WAKTU PENYELESATAN
Walktu Penyelesaian adalah 7 (Lujuh) hati kerja.

BIAYA
Riaya Rp O (tidak dipungut hiaya).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk yang dihasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupn Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap sepanjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajcmen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Scrtifikat berlaku 3 (liga) lahuan dan wajib didaftar ulang scbhagai bukti
usaha pariwisata masili beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Suruna yung dipunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
telepon, faximile, alat fulis kantor, hardware dan softwarc, scdangkan
prasarana mcliputi kantor pelayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesun
herkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang lunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Ihnas

Kepala Dinas melalui Sekretaris

l

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila
diperiukan)

Laporarn
Kepala Dinas

Disposisi
Kepala Didang Pcmbinaan Industri Pariwisata




K. KOMPETENSI PETUGAS

V. JASA PERJALANAN WISATA

A.

Kompetensi petugas dalam pelayanan jasa transportasi wisata adalah

sebagai berikut:

1. herpendidikan Pasca Sarjana ($2), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA,;

2. menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami proscdur dan perayaraton kepariwiralasn;

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;

dan
5. memahami peraturan perundang-undangan yang betrkaitan dengun

kepariwisataan.

MEKANISME PENGAWASAN
Mckanisme Pengawasan dalam pelayanan jasa lransportasi wisata adalah:

Proses pelayanan

l Pengawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

JENIS PELAYANAN

1. Tunda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata,;

2. Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata; dan
3. Tanda Daftar Usaha Cabong Perjalanan Wisata.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.B5/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan
Wisata;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang

Pengnkuan kewcnangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupalcn dan Kola per Bidang dari Departemaen /T.DND;

3. Peraturan Dacrah Kota Scmarang Nomor 3 Tahun 2010 (lentang
Kcpariwisataan.

PERSYARATAN
Pergyaratan yang harus di penuhi:
1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTF) pemohon yang masih
berlaku,;
b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMDB);
c. foto copy lzin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
d. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (serfifikat);




h.

il

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

fulo copy Nomaot Poelcoke Wajib Pajak (NPWP),

denah rusngan dan/atau lokasi tempat uanha;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha  Indonesia
berbadan hukum untuk Biro perjulunan wisata atau badan usaha
tidak berbadan hukum atau perorangan untuk Agen perjalanan
wisata; dan

proposal rencana usaha.

2. Perayaratan Tanda Daltar Ulang:

a.

foto copy Karlu Tanda Penduduk (KTP) pcmohon yang masih
berlaku;

b. foto copy Izin Gangguan (HO) yung masih berlaku;

g

[olo copy bukti penguasaan hak atas tanah (serfilikat),

apahila tanah ainu tempat usaha bukan miliknys dilwnpul surat
perjanjian atuu sural pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
dilundutungani diatas meterai;

foto copy bukti pcmbayaran pajak terakhir;

foro copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum untuk Biro perjalanan wisata atau badan usaha
tidak berbadan hukum atau perorangan untuk Agen perjalanan
wisuli: dan

foto copy Tandu Daftar Usaha Pariwisata dun Scrtifikat,

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

£.

pcmohon mengajukan formulir yang discdiakan dengan dilampiri
proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinax;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagcndakan dan  pemohon diberikan tanda terima bukt
pendaftaran;

gclanjutnva  diloksanakan  pengeeckan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi porsyaratan baik admipistrasi maupun
icknis malka permohonan akan diproscs dan apabila tiduk
memenuhi persyaratannysd akan dikeinbalikan kepada pemohon;
hasil pengecckan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daflar Usuha Pariwisata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Panwisata.

2, Proscdur Tanda Daltur Ulang:

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kcpala Dinas;

berkas permochonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemochon diberikan tanda terima  bukti

pendallarar;

a.

b.




K.

c. selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproscs dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;

d. hasil pengecekan lupengan dituangkan dalam Berita Acera dan
diterbitkan Sertifikat; dan

e. pemohon dapat mengambil Sertifikal di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

WAKTU PENYELESAIAN
walktu Penyelesuian acdalah 7 (tujuh) han kerja.

BIAYA
Biaya Rp O (tidak dipungut biaya).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk yung dihasilkan berupa Tanda Daftan Usalia Pariwisata dan
Sertifikat.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap scpanjang dak nda
perubahan badan usaha, manajemen/pimpmnan usaha, domisili usaha;
dan

2. Scrtifikat setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib didaftar ulang, dimaksudkan
guny pembinaan sebagai bukti bahwa usaha masih beroperasi,

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikal,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pclayanan (loket/meja pendaftaran, pemroscsan
berkas, penyerahan dokumcn, pengolahan data /informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakal dilujukan kepada Walikota
¢q. Kepala Dinas

Kepala Dinas melalui Sckrctaris

I

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rupal Koordinasi dengan Instansi tcrkait dan cek lapangan (apabila
diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.




K. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan jasa perjalanan wisata adalah

sebagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (82), Sagana (S1), Diploma (D3) dan
8I.TA;

2. menguasal materi dan teknis kepsriwisataan;

3. memahami prosedur dun persyaratan kepariwisalaa,

4. bersikap ramah dan berperiluku sopan terhadap peneriius pelayanan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kepariwisataan.

.. MEKANISME PENCAWASAN
Mckanisme Pengawasan dalam pelayanan jasa perjalanan wisata adalah-
Proses polayanan

l Pengawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

l Laporan hasil pengnwiisian
Kepala Dinas melalui Sckrclais

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

V. JASA MAKANAN DAN MINUMAN

A. JENIS PELAYANAN

Tanda Daftar Usaha Restoran;

Tanda Daftar Usaha Rumah Makan;

Tanda Daftar Usaha Bar/Rumah Minum;

Tanda Daftar Uunha Cale;

Tanda Daftar Usaha Jasa Hoga Katering;

Tanda Naftar Usaha Pusat Penjualan Mukunan; dan

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman lainnya yang
ditctapkan Walikota.

NG A LN

B. DASAR ITUKUM

1. Peraturan Menieri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.B7/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
Minuman;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengankuan kewenangan Kabupatcn dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LI’'ND;

3, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.




C. PERSYARATAN
Pcrsyaratan yang harus di penuhi:
1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a.

it

&r oo

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
herlakiy

foto copy Tzin Mendirikan Baugunan (IMB);

fulo copy Tzin Ganggnian (HO) yang masih borlaku,

foto copy dokumen Analisis Mengenai Dapele Lingleungan idup
(AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upuya
Pemantauan Lingkungan llidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) bagi jasa restoran, jasa boga dan catering;

fulo copy bukti penguasaan hak atas (anah (scrifikat),

apabila tanah atau tempal usaha bukan miliknya dilampin surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandalangani diatas meterai;

foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

denah ruangan dan/atau lokasi tempat usahs;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
herbadan hukum apabila pemchon mcrupakan badan hukiim atau
baduan usuhu Udak berbadan hukum atau perorangan; dan

proposal rencana usaha.,

2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

Aa.

ot copy Kartu Tanda Penduduk (KTT) pemmohon yang masih
berlaku;

b. foto copy Izin Gangguan (HQ) yang masih berlaku;

£.

foto copy bukti penguasaun huk atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat permyatasn lidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas mclerai;

foto copy bukh pembayaran pajak terakhir;

loto copy akta pendirion berbentuk hadan usaha  Tndonesiu
berbadan hukum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hulkum atau perorangan; dan

foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisala dan Sertifikat.

D. PROSEDUR
1. Prosedur FPermohonan Tanda Daftar Usaho Pariwisaliac
a. pemohon mengajukan formullr yang disediakan dengan dilampic

proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagcndakan dan  pemohon diberikan tanda terima  bukti
pendaftaran,

selanjutnya  dilaksanakan  pengecckan lapangan, apabila
permohonan mcmcenuhi persyaratan baik administrasi maupun
tcknis maka permohonan akan diproscs dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemmohon,




d. hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

e. pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Qertifikat di Dinas Kebudayaan dan Partwisala.

2. Proscdur Tarmla Duliar Ulang:

a. pemohon mengajukan formulir yang disedialan dengan dilampin
persyaratannya ditujukan kepada Walikola cg. Kepala Dinas;

b. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industr
Puriwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukt
pendaftaran;

c. sclanjutnys  dilaksanakan  pengecekan  lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan dipruses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikcmbalikan kepada pemohon;

d. hasil penpecckan lapungun dituangkan dalamn Berita Acara dan
diterbitkan Sertifilcat; dan

s. pemohon dapat mengurubil Sertifikat di Dinas Kcbudayaan dan
Pariwisata.

WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.

BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk vang dihusilkan berupa Tanda Daftar Usaha DPariwisala dun
Sertifikat.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk vang dihasilkan boerups Sertifileat,

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap sepanjang lidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun kecuali usaha Bar/Rumah Minum
berlaku 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti usaha
pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardwarc dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pelayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.




MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota

cg. Kepala Dinas
Kepala Dinas melahn Sekrolaris

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala
Rapal Koordinasi dengan Instansl terkait dan cek lapaupao (apabila
diperlulan)

l Laporan
Kepala Dinas

Disposisi
Kepala Ridang Pembinaan Industri Pariwisata

KOMIETENSI PETUGAS

Kompeicnsi petugas dalam pelayanan jasa makanan dan minuman adalah

scbagal berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (82), Sarjana (51), Diplome (D3) dan
SLTA;

2. menguasai materi dan tekme Kepariwisataan;

3, memahami proscdur dan persyaratan tentung kepariwisataan;

4. bergikap ramah don berperilaltu gopan terhadap pencrima pelayanan;
dan

5. memahami pcraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kcpariwisataan.

MEKANISME PENGAWASAN

Mckanisme Pengawasan dalam pelayanan jasn malkanan dan minumsn
adalah-

Pruses pelayuanan

Pcngawasan
Kepala Bidang Pembinaun Induetnn Pariwisata

Laporan hasil penpawasan
Kepala Dinas melalui Sekielans

Disposisl
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala,

VI, PENYEDIAAN AKOMODASI

A.

JENIS PELAYANAN

Tanda Daftar Usaha Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang atau Melati;
Tanda Daftar Usaha Bumi Perkemahan;

Tanda Daftar Usaha Persinggahan Karavan;

Tanda Daftar Usaha Vila; dan

Tanda Daftar Usaha Pondok Wisata;

Tanda Daftar Usaha Aparicmcen,;

Tanda Daftar Usaha Homestay; dan

Tanda Daftar Usaha Akomodasi lainnya yang ditetapkan Walikota.

X NS R W




DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan
Akomodasi;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daliar Kewenangiil
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LIND;

3. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.

PERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penuhi:
1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a.

b.
C.

I

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

ot copy Izin Gangguan (110) yang masih berlaku;

foto copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungen Hidup dan
Upaya Pcmantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Suratl
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungun
Hidup (SPPL);

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

toto copy Nomor "okok Wajib Pejak (NPWF);

denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indoncsia
berbadan hukum apabila pcmohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

proposal rencana usaha.

2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

a.

b.

C.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

foto copy lzin Gtangguan (HO) yang masih berlaku;

foto copy dokumen Upaya Pengeloluan Lingkungan Thdup dan
[Ipaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UFL) atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanlauan Lingkungan
Hidup (SPPL);

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas melerai;

foto copy bukti pcmbayaran pejak terakhir;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum apabila pcmohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikat.




D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. pemohon mengajukan formulir yang discdiakan dcngan dilampiri
proposal dun persyarutannya ditujukan kepado Walikola ¢y. Kepala
INnas;

b. berkas permochonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Indusin
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukti
pendaftaran;

¢. sclamjutnya  dilaksanakan — pengecekan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproscs dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pcmohon;

d. hasil pchngeeckan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

e. pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

2, Prosedur Tanda Daftar Ulang:

a. pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota ¢q. Kepala Dinas;

b. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industni
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka bcrkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan  tanda  terima  bukti
pendaltaran;

¢. sclanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;

d. hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Derita Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dan

¢. pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudaynan daon
Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.

F. BIAYA
Biaya Rp O (tidak dipungut biaya).

G. PRODUK
1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk yang dihasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat,
2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yung dihusilkan berupa Sertifikat.

H. MASA BERLAKU
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap sepanjang tidak ada

perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili

usaha; dan
2, Sertifikal berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaflar ulang schagai bulkti

usaha pariwisata musih beroperas:.




SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah hlangkn formulir, hlangkn =scrtifikat,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pelayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
FMengadudan masyarakal ditujukan kepada Walikola
cq. Kepala Dinae

Kepala Dinas melalul Sekretaris

l

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwigata
Rapat Koordinasi dengan Instonsi terkait dan celk lapangon (apabila
diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

KOMPETENSI PETUIGAS

Kompetcnsi petugas dalam pelayanan penyediaan akomodasi adalah

sebagal berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjuna (82), Sarjana (81), Diploma (D3) dan
SLTA,

2. mcnguasai materi dun leknis kepariwisataan,

memahami proscdur dan persyaratan kepariwisataan;

4. bersikap ramanh dan berperilaku sopan terhadap pencrima pclayanan;
dan

. memahami peraturan perundang-undangan yang bherkaitan dengan
lcepariwisataan.

w

MEKANISME PENGAWASAN

Mckanisme Pengawasan dalam pelayanan penyediaan akomaodasi adalah:

Proses pelayanan

l Pengawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.




VII. PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

A. JENIS PELAYANAN

1.

nalh e

@ ~No G
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Tanda Daftar Usaha Gelanggang Olah Raga meliputi: Lapangan Golf,
Rumuh Bilyurd, Gelanggang Kenang, Lapangan Tcnis dan Gelanggang
Bowling;

Tandn Dallar Usaha Gelanggang Seni melipull; Sanggar Scni, Galeri
Seni dan Gedung Pertunjukan Seni;

Tanda Daftar Usaha Arena Permainan;

Tanda Daftar Usaha Iliburan Malam meliputi: Klub Malam, Diskolik
dan Puby;

Tanda Daftar Usaha Panli Pijat dan Panti Mandi Uap;

Tunida Dafliar Usaha Taman Rekreasi dan Taman Bertema;

Tunda Dallar Usaha Karaoke, Playstation, dan Video Gamcs;

Tundu Daftar Usaha Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan
Tertutup);

Tanda Dallar Usaha Jasa Tmpresariat atau Promolor; dan

Tandua Dultur Usaha Penyelenggaraan Kegiatan [liburan dan Rckreasi
lainnya yang ditelapkan Walikota.

B. DASAR HUKUM

1.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/
MEKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan

Kegiatan Hiburan dan Rokreasi;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 lentang

Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Llenlung
Kepuriwisataat,

C. DPERSYARATAN
Persyaratan yang harus di pcnuhi:

1.

Persyuratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pcmohon yang masih
berlaku;

b. foto copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

¢. foto copy Izin Gangguun (110) yang masih berlaku;

d. fotokopi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) bagi usaha taman rckreasi yang luasnya diatas 100 hektar
dan usaha lapangan Goll.

e. foto copy dokumen Upaya Pengclolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) bagi usaha taman
rekreasi yang luasnya di bawah 100 hektar.

f. foto copy bukti penpuasaan hak atas tanah (sertifikat);

g. apabila tanah atau fcmpat usaha bukan miliknyua dilampiri surat
perjanjian alau sural pernyataan tidak keberatan datri pemilik yang
ditandatangani diatas meterai,

h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

i. denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;

j. foto copy akta pendirian berbentuk badan ussha Indonesia
berbudun hukum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atan perorangan; dan

k. proposal rencana usaha.




2. Perayaratan Tanda Daftar Ulang:

a.

b.
C.

£.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
herlaku;

foto copy Izin Gangpuan (HO) yang masih herlaku,

foto copy bukti penguasaan hak alas tanah (scrtifikat) dan apabila
tanah bukan miliknyn dilumpiri sural perjanjian atau surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang ditandatangani
diatas meterai;

tempat usaha bukan miliknya dilampin sural pegjrugla atau surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat usaha yang
ditandatangani diatas meterai;

foto copy bukti pembayaran pajak terakhir;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indoncsia
berbadan hukum apahila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; duan

foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikat.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a.

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan perayaratannya ditujukan kepada Walikotn cq. Kepala
Dinas;

berkas permohonun ditelit melalul Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata kecuali usaha sanggar seni melalui Bidang Kesenian,
apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan dingenduakan
dan pemohon diberikan tanda terima bulkti pendaftaran;
sclanjutnya  dilaksanakan — pengecekan  lapangan, apahila
permohonan memenuhi persyaratan baik adminisirasi maupun
teknis  maka permobonan  akan  diproses dan  apabila  tidak
memenuhi persyaratannyn akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan ditnangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisala; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisala dan
Scriifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daltar Ulang:

a.

b.

pemohon mengajukan formulir yvang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cg. Kepala Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata kecuasli usaha sanggar senn meladu Bidang Keacnian,
apabila dinyalakan lengkap maka berkas pecmohonan diagendalkan
dan pemohon diberikan tanda terima bukti pendattaran;

selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dan

pcmohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisala.




WAKTU PENYELESAIAN
Walktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.

BIAYA
Biays Rp O (Ledak dipuopul bisys).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Naftar Usaha Pariwisata:
Produk yvang dihasilkan berupa Tanda Daflar Usaha Pariwisata dan
Serlilikat.

2. Permohounan Tanda Dallar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap sepanjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku | (satu) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bulkti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasaranyd mehpull kantor pelayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan deokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan saruna purkir,

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
¢q. Kepala Dinas

Kepala Dinas mclalui Sckreotaris

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkoil dan cek lapunguan  (apabile
diperhukan)

Laporan
Kepala Dinas

Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

KOMPETENSI PETUGAS

Kompctensi petugas dalam pelayanan penyelenggataan kegiatan hiburan

dan rekreasi adalah sebagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S52), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA,;

2. menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami prosedur dan persyaratan kepariwisataan;

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepariwisataan.




L. MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pengawasan dalam pelayanan penyelenggaraan kegiatan
hilniran dan rekreasi adalah;:
Proscs pclayanan

Pengawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

Laporan hasil pengawnsan
Kepala Dinas molalu Sckretans

Disposisi
Kepala Bidang Pernbinaan Industri Panwisata.

VIII. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFLERIENSI
DAN PAMERAN

A. JENIS PELAYANAN
Tanda Daftar Usaha Penyeclenggaraan Pertcmuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran.

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor [30-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.

C. PERSBYARATAN

Persyaratan yang harus di penuhi:

1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
[oto copy Izin Gangguan (I10) yang masih berlalo;
foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertilikal);
apahila tanah atau tempat usaha bukan milikhya dilampiri surat
perjanjion atou surat pernyataan tidal keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas mectcrai,
foto copy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP);
g- denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;
h. foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum; dan

1, proposal rencana usaha.
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2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
b. foto copy lzin Gangguan (HQ) yang masih berlaku;




£

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tcmpat usaha bukan miliknya dilampin surat
perjanjian atau surat pernyataan fidak keberatan dar pemilik yang
ditandatangani diatas meterai,

o copy bukl pembayaran pojulk teralchir;

foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum; dan

foto copy Tanda Daftae Usadia Pariwisula dun Sertfikal.

D. PROSEDUR

1. Pro
4,

b,

d’

sedur Permohaonan Tanda Daltar Usaha Pariwisala;

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan persyaratannya dilujukan kepada Walikota cg, Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisatn, apabila dinyatakan lengkap maka berkas pcrmohonan
dingendukon don pemohon diberikan tanda  torima  bukti
pendaltaran;

sclanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
tecknis maka pcrmohonan akan diproaca dan apabila tidak
mecmcenuhi perayaratantya akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecehais loapruipaur diluanpkans dalan Berila Acara dan
diterhitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat di Dinas Kcbudayaan dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

da.

b.

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;

berkas permohonan diteliti mclalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pcmohon  diberikan  tanda  terima bhukti
pendaftaran;

selanjutnya clilaksanakan pengecekan lapAnpAn, ApAhila
permohonan memenuhi persyaratan balk administrasi msapun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepacda pemohon;
hasil pengecekan lapangan diluangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Scrtifikat; dan

pemohon dapal mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaian adalah 7 (lujuh) har kerja,

F. BIAYA
Biaya Rp O (udak dipungul biaya).




PRODUK
1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwigata:

Produk yang dihasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Scrtifikat.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat,

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisala boerlaku lelap sepanjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA
Barana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikal,
telepon, faximile, alal tulis kantor, hardware dan software, sedangkan

prasarana meliputi kantor pelayanan (loket/meja pendafllaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cg. Kcpala Dinas

l

Kepala Dinas melalui Sckretaris

l

Kepala Bidang Pembinaan Tndusiri Pariwisala
Rapat Koordinasi dengan Tnstansi terkait dan cek lapangan (apabila

diperlukan)

l Laporan
Kopala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala

KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanhan penyelenggaraan periemuan,

perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah scbagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (52), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA;

2. menguasai mateti dan teknis kepariwisataan;

3. memahami prosedur dan persyaratan kKepariwisataan;

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan (erhadap penernima pelayanan;
dan

5. memahami peraluran perundang-undoangan yang berkaitan dengan
kepariwisataan.




L. MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pengawasan dalum pelayanan penyelenggaraan perlemuan,
perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah:
Proses pelayanan

l Pengawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industr Pariwisnin

Laporan hasil pengawasarn
Kepala Dinas melalui Sekretuaris

Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata,

IX. JASA INFORMASI PARIWISATA

A. JENIS PELAYANAN
Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Partwisata,

B. DASAR HUKUM

1. Peruturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.OS/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendafinrun Usaha Jasa Informasi
Pariwisata;

2. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 130 67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dun Kota per Bidang dari Departemen /LPND;

3. Peraturan Daerah Kota Semuarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Kepuariwisataan.

C. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus di penuhi:

1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. fotn copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
bherlaku;
foto copy Izin Mendirikan Banguoan (IMB),
foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku,
foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (serfifikat);
apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri sural
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatm dari pemilik yang
dilandalangani diatas meterad,
folo copy Nomaor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;
h. foto copy akta pendirian berbentuk hadan usaha Indonesia
berbadan hukum; dan

i. proposal rencana usaha.
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2. Pergyaratan Tanda Daftar Ulang:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
h. foto copy Izin Gangguan (HQ) yang masih berlalku;




B

foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

fota copy hukti pembayaran pajak tcrakhir;

foto copy akta pendirian  berbeniuk  badan  usaha  Indonesia
berbadan hukum; dan

foto copy Tanda Daflar Usnha Pariwisata dan Sertifikat.

D. PROSEDUR

1. Pro
a.

b.

2. Pro
A,

b.

L&)

sedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan pcrsyaratannya ditujukan kepada Walikota c¢q. Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisala, apabila dinyalakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima  bukl
pendaftaran;

selanjutnya  dilaksanakan pengecekan lapangan, apabnla
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses doan apabila  tidak
memenuhl persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan ditluangkan dalam Berita Acara dan
diterbitlcan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisala,

sedur Tanda Daftar Ulang:

pemohon mengajukan formulic yang disediakan dengon dilumpiri
perayaratannya ditujukan kepada Walikota cg. Kepala Ninas;

berkas permohonan diteliti mclalui Bidang Pembitaan Industrd
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan  fanda  tferima bukti
pendaftaran;

selanquinya dilaksuanakan  pengecekan  lapungan, upubila
pcrimmohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apalala  tdak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berilta Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dan

pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.

F. BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipunguat biaya).




G.

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daltar Usaha Pariwisata:
Praduk yang dihasilkan berupa Tanda Dallar Usaha Pariwisata dan
Sertifikat.

2. Permohonan Tanda Daftar Uluang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Dafiar Usiaha Pariwisala berlako  letap sr:panjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan dornisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
tclepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pclayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan magyarakal ditujukan kepada Walilcota

cq. Kcpala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretaris

|

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila
diperlukan)

l Laporarn
Kepala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pclayanan jasa informasi pariwisata adalah

sebhagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA;

2. menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami prosedur dan persyuralan kepariwisataan,

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayunan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepariwisataan.




MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pcngawasan dalam pelayanan jasa informasi panwisata

adalah:

Proses pelayanan

Pengawasan
Kepala Bidang '’cmbinaan Industri Pariwisata

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas mclalui Sckretaris

l Disposisi

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

X. JABA KONSULTAN PARIWISATA

A,

JENIS PELAYANAN
Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menleri Kebudayaan dan Pariwisala Nowmwor PM.94 /HK. 501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendalluran Usaha Jasa Konsultan
Pariwisata;

2. Kepulusan Menieri Dalam Negeri Nomaor 137-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dan Departemen/LPND;

3. Peraturun Daerah Kota Scmarang Nomor 3 Tabhun 2010 tentang
Kepariwisataan.

PERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penuhi:
|. Perayaratan Tanda Daftar UJsaha Pariwisata:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku,
foto copy Izin Mcndirikan Bangunan (IMB);
foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
fotn copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);
apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberaton dari pemilik yang

P a0 o

ditandatangani diatas meterai;
foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;
h. foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indonesia
berbadan hukum; dan
i. proposal rcncana usahs.

™

2. Persyarulun Tanda Daftar Ulang:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih

berlaku;
h. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;




e

foto copy bukti pcnguasaan hak atas tanah (serlilikat),

d. apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani dinlus metera i;

e. foto copy bukti pcmbayaran pajuk terakhir;

f foto copy akls pendiion berbentuk  baduu  usdw Tndenesia
berbadan hukun, dan

g. foto copy Tundu Daftar Usaha Pariwisala dan Sertifilent.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Duftar Usaha Pariwisata:

n. pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikata cq. Kepala
Dinas;

b. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukti
pendaftaran;

c. selanjutnya  dilaksanakan  peogecekan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;

d. hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

¢. pemohon dapul mengambil Tanda Daftar Usuha Pariwigata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaun dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

a. pemohon mengajukan formulir yang discdiakan dengan dilampin
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq, Kepala Dinas,

b. berkus permohonan ditelii melalul Bidwig Pembinaan  Industn
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permolionan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima  bukti
pendaftaran;

¢. selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan  lapangun, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
tcknis maka permohonun akan cdiproses dan  apabila  tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikun kepada pemohon;

d. hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dan

e. pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyclesaian adalah 7 (Lujuh) hari kerja.

F. BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).




G.

PRODUK

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk yang dihasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Sertifikkat.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulung:
Produk yang dihasillkan berupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Puniwisata berlaku tetap sepanjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2, Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
telepon, foximile, alat tulis kantor, hardware dan soflware, sedangkan
prusarana meliputi kantor pelayunan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganun
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil, sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretaris

Kcpala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila
diperlukan)

1 Laporan
Kepala Dinas

l Disposis
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan jasa konsultan pariwisata adalah
sebagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjuna (S2), Sarjana (81), Diploma (D3) dan
SLTA;

menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

memahami prosedur dan persyaratan kepariwisataan;

bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepariwisataan,

el el




MEKANISME PENGAWASAN
Mckanisme Pengawasan dalam pelayanan jasa konsultan pariwisata

adalah:
Proses pelaynnun

'cngawasan
Kepala Bidang Pembinaan Industri 'arwisala

‘l‘ Laporan hasil pcngawasan
Kepala Dinas melahii Sekrelaris

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Indusiri Pariwisata.

XI. JASA PRAMUWISATA

A.

B.

JENIS 'ELLAYANAN
Tanda Daftar Usaha Jasa Praunuwisala,

DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010 tentang Tata Cara Pendallaran Usaha Jasa Pramuwisata;

2. Kepulusun Menteri Dalam Negeri Nomor 137-67 Tahun 2002 lenlung
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND,

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan.

PRERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penubhi:
1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata! |
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlalku;
loto copy bukti penguasaan hak atas Lanah (scrtifikat);
apabila tanah atau tempat usahn bukan miliknya dilampin sural
perjanjian atau surat pernvataan tidak keberatan dari pemilik yang
dilandatangani diatas meteras;
foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;
h. foto copy akta pendirian berbentuk badan wusaha Indonesia
berbadan hukum; dan
i. proposal rencana usaha.
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2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:
a. foto copy Kurtu Tanda Penduduk (KTP) pemochon yang masih
berlaku;
b. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;




c. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikal);

d. apabila tanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani dintna meterai;

e, folo copy bukti pembayaran pajak Lerakhir;

f, folo copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indoncsia
berbadan hukum; dan

g. foto copy Tunda Daftar Usaha Pariwisata dan Serli fikit.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a. pemohon mcengajukan formulir yang disediakan dengan dilanpiri
proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinas;

b. berkans permohonan ditcliti melalui Bidang Pembhinaan Industri
Pariwigata apabila dinyainkan lengkap meka berkas permohonan
diagendakan dan pemohon  diberikun  tanda  terima  bukli
pendaftaran;

c. selanjutnya  dilaksanakan pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dilkkembnlikan kepada pemohon;

d. lmwil pengecekan lapangan dituangkan dalam DBerila Acars dan
diterbitkan Tanda Dallar Usuhia Pariwisata; dan

e. pemohon dapat mengambil Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan
Scrtifikat di loket Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

a. pemohon mengajukan formulir yang discdiakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;

b. berkas permohonan ditcliti melalui Bidang Pembinaan [ndustri
Pariwisata apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dan pe¢mohon diberikan tanda  terima  bukti
pendedieran;

¢. sclanjutnya  dilaksanuakan  pengeeckan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persydratan baik  adugoistrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproses dan apabila lidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepuada peinohon,

d. hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Scrtifikat; dan

e. pemobon dapat mengambil Sertifikat di loket Dinas Kebuduayaan
dan Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Wuktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) har kcrja.

F. BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).




PRODUK

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
Produk vang dihasilkan becrupa ‘l'anda Daftar Usaha Pariwisala dan
Serulikal.

2. Permohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikal,

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisala berluku wlap scpanjuog Udak acds
perubaban badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (higa) tahun dan wapb didaftar ulang scbhagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertilikal,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pelayanan (lokel/meja pendalflaran, pemrosesan
bherkas, penyerahan dokumcn, pcngolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggmi), kamar kecil dan sarana parkir,

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
I'cngaduan masyarakat ditujukan kepada Walikoln
cq. Kepala hnas

Kepala Dinas melalui Sckretaris

Kepala Bidang Permnbinaan Industn Pariwisata
Rapat Koordinasi dengan Inslansi lerkail dan cek lapangan (apabila
diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwigata

KOMPETENS] PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan jasa pramuwisata adalah sebagai

berikul:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (52), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA;

2. mcnguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami prosedur dan persyaratan kepariwisataan,

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

5. memahami peraluran perundang-undangan yang berkaitan dengan
kepariwisataarn.




[.. MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pecngawasan dalam pelayanan jusa pramuwisata adalah:

Proses pelayanan

Penpawasan
Kepnala Bidang Pembinaan Tndustri Pariwisata

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaris

Disposisi
Kebala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.
XII. WISATA TIRTA

A. JENIS PELAYANAN
1. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Bahuri meliputi: Wisata Selam, Wisata

Perahu Layar, Wisata Memancing, Wisata Selancar dan Dermaga
bahari;

2. Tanda Daftar Usahn Wisula Sungai, Danau dan Waduk meliputi: Wisata
Arung Jeram dan Wisata Dayung; dan

3. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirla lainnyn yang ditetapkan Walikota.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaltaran Usaha Jasa Derjalanan
Wisata;

2. Keputusan Menteri Dalam Nepgeri Nomor 130-67 Tahun 20072 tentang
Pengakuan kewcnangan Kabupulen dan Kota, dan Daftar Kewenangur
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tcntang
Kepariwisatadn.

C. PHERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penuhil;
|. Persyaratan Tanda Daftar Usuha Pariwisata:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemochon yang masih
berlaku;

b. foto copy Tzin Mendirikan Bangunan (IMB);

¢, fato copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;

d. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikar);

e. apabila tanah alau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

denah ruangan dan/atau lokasi tempat usaha;

foto copy wukla pendirian berbentuk badan usaha Indonecsia
berbadan hukum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

i. proposal rencana usaha.

=




2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

a.

1y

C.

d.

g

folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

fato eopy Tzin Gangguan (HO) yang masih berlalou;

foto copy bukti penguasuan hak atas tanah (sertifikal);

apabila tonah atau tempat usaha buken miliknya dilampiri sural
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberntan dar pemilik yang
ditandatangani dintos melera,

folo copy buktli pembayaran pajak terakhir,

lolo copy akta pendirian berbentuk badan  usahu  Indonesia
berbadan hukum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

foto copy Tanda Dallar Usaha Pariwisata dan Sertifikat.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

a.

pemohon mengajukun formulir yang disediakan dengan dilampiri
proposal dan perayaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Indusiri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permohonan
diagendakan dun  poanohon  diberikan tanda  terima hukdi
pendallaran,

sclanjutnya  dilaksanakan  pengecckan  lapangan,  apabila
permohonan memenuhi persyaralan baik administrasi maupun
teknis maka permohonun uakan diproses dan apabila tidak
memenuhi persyaratannys wkan dikembalikan kepada pcmohon;
hasil pengecckan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwizata; dan

pemohon dapat mengumbil Tunda Daftar Usaha Patiwisata dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Proacdur Tanda Daltlur Ulang:

a.

h.

pcmohon mengujukan formulir yang disediakan dengan dilampin
perayaratannya ditujukan kepada Walileota oq. Kepalu Dinas;

herkns permohonan ditcliti melalui Bidang Perubinaan  Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka berkas pcrmohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima buku
pendaftaran;

selunjutnyu  dilaksanakan  pengecckan  lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknie maka permohonan akan diproses dan  apabilu tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikun kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Derita Acara dan
diterbitkan Sertilikat; dan

pemohon dapat mengambil Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.




BIAYA
Biaya Rp 0 (Ldak dipungut biaya).

PRODUK

1. Permohonan Tanda Dallar Usaha Pariwisata:
Produk yvang dihasilkan lxnupa Tanda Daftar Usaha Pariwisain dun
Scrtifikat.

2. Permohonan Tanda Dafltar Ulang:
Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat.

MASA RERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisala berlaku tetap sepanjang tidak ada
perubahan badun usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisili
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (tige) tahun dan wajib didaftar ulang sebagai bukl
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah blangko formulir, blangko sertifikat,
telepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan soflwure, sedangkan
prasarana meliputi kantor pelayanan (loket/ mejn pendaftaran, pemroscsan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/inlormasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENCGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikola
cq. Kepala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretaris

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
Rapal Koordinusi dengan Instansi terkait dan cck lapungun (upubilo
diperhilnn)

l Laporan
Kepala Dinas

l Diapoaiai
Kcpulu Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan wisata tirta adalah sebagai berikul:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan
SLTA;

2. menguasai materi dan teknis kepariwisataan;

3. memahami prosedur dan persyaratan kepariwisataan;

4. bersikup raunah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepariwisataan.




L. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme Pengawasan dalam pelayanan wisata tirta adalah:
Proses peluyunan

Penguwason
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisala

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sckretlars

l Dispusisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisula,

XIT. SPA

A. JENIS PELAYANAN
1. Tanda Daliar Usaha Salan Kecantikan dan Baber Shop;
2. Tundn Dallar Usaha Pusat Keschatan (Healt Centre) dan Pusat
Kesegaran Jasmani (Fitness Centre); dan
3. Tanda Daftar Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cuorn Pendallurun Usaha Spa,;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daliar Kewenuangan
Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;

3, Peraturan Dacrah Kota Scmarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Kepariwisataan,

C. PERSYARATAN
Persyaratan yang harus di penuhi:
1. Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;
b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku,

foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(AMDAL);

e. foto copy bukti penguasaan hak atas tanah (sertifikat);

e. apabila lanah atau tempat usaha bukan miliknya dilampiri surat
perjunjian alau surat pernyataan tidak keberatan dan pemilik yang
ditandatangani diatas meterai;

f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. denah ruangan dan/atau lokasi tempat usahs;

h. foto copy akta pendirian berbentuk badan usaha Indoncsia
berbadan hulkum apabila pemohon merupakan badan hukum atau
badan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

i. proposal rencana usaha;

-




2. Persyaratan Tanda Daftar Ulang:

£,

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih
berlaku;

oto copy Tzn Gangpoan (HO) yang masih berlakag;

[oto copy bukl penguas@aan hak atas tanah (sectifikat);

apabila tanah atau tempal usaha buken miliknya dilaunpici surat
perjanjian atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik yang
ditandatangani diatas mceterai;

foto copy bukl pembayaran pajak terakhir;

loto copy wkin pendivian  berbentuk  badan usaha TIndonesia
berbadan hukwum apabua pemohofl merupakan badan hukum atau
bhadan usaha tidak berbadan hukum atau perorangan; dan

folo copy Tanda Dallar Usaha Pariwisata dan Sertifikat.

D. PROSEDUR
1. Prosedur Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

ER

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampin
proposal dan persyaratannya ditujukan kepada Walikota on. Kepnaln
Dinas;

berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pembinaan Industri
Pariwisata, apabila dinyatakan lengkap maka bcrkas pcermohonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima  bukh
pendaftaran,;

selanjutnya  dilaksonakan — pengecelkan  lupongan,  apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupurnl
teknis maka permohonan akan  diproses dan  apabila  tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kepada pemohon;
hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan
diterbitkan Tanda Daltar Usaha Pariwirata; dan

pemohon dapat meagambl Tanda Daftar Usnha MPariwicota dan
Sertifikat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.,

2. Prosedur Tanda Daftar Ulang:

a.

b.

pemohon mengajukan formulir yang disediakan dengan dilampiri
persyaratannya ditujuikan kepada Walikota cq. Kepala Thnas;

bherkas permohonan diteliti melahn Bidang Pembinaan  Industrl
Paniwisala, apabila dinyatakan lengkap maka berkas permchonan
diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima bukti
pendaftaran;

selanjutnya  dilaksanakan  pengecekan lapangan, apabila
permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun
teknis maka permohonan akan diproscs dan apabila tidak
memenuhi persyaratannya akan dikembalikan kcpada pemohon;
hasil pengecckan lapangan dituangkan dalamm Berita Acara dan
diterbitkan Sertifikat; dan

pemohon dapat mengambil Scrtifikat di Dinas Kcbudayaan dan
Pariwisata.

E. WAKTU PENYELESAIAN
Waktu Penyelesatan adalah 7 (tujuh) har kerja.




BIAYA
Biaya Rp 0 (tidak dipungut biaya).

PRODUK

1. Permohanan Tanda Daftar Usaha Tariwisata:
Produk vang dihasilkan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisala dan
Sertifikal,

2. Pormohonan Tanda Daftar Ulang:
Produk yang dihasilkan herupa Sertifikat.

MASA BERLAKU

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku tetap sepanjang tidak ada
perubahan badan usaha, manajemen/pimpinan usaha dan domisil
usaha; dan

2. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun, kecuali SPA yang beruda di lempat
hiburan berlaku 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang scbagai bukti
usaha pariwisata masih beroperasi.

SARANA DAN PRASARANA

Barana yang digunaken adalah blangko formulir, blangko serlilikal,
tclepon, faximile, alat tulis kantor, hardware dan software, sedangkan
prasarana meliputi kantor pclayanan (loket/meja pendaftaran, pemrosesan
berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data/informasi, penanganan
pengaduan dan ruang tunggu), kamar kecil dan sarana parkir.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
oq. Kepala Dinas

Kepala Dinas melalui Sekretaris

!

Kepala Bidang Pembinaan Industr Parniwisala
Rapat Koordinasi dengun Insiansi lerkait dan cck lapangan (apabila
diperlukan)

l Laporan
Kepala Dinas

l Dispusisi
Kepala Bidang Pembinoan Industri Fariwisata.

KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan spa adalah sebagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (82), Sarjana (31), Diploma (D3J3) dan
SLTA;

2. menguasal materi dan teknis tentang keparniwisataan;

3. mcmahami prosedur dan persyaratan tentang kepanwisalaan;

4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan;
dan

5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepatiwisataall.




MEKANISME PENGAWASAN
Mekanisme Pengawasan dalam pelayanan spa adalah:

Proses pelayanan

l Penpawuasun
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

l Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaria

l Disposisi
Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

HENDRAR PRIHADI




